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PERKAWINAN USIA DINI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

Farida Ariany
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara Barat

Abstrak: Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Namun ketika perkawinan itu
menyangkut masalah umur, menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat disebabkan perspektif dari
regulasi perkawinan masing-masing berbeda dalam menentukan batasan umur antara hukum nasional
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum agama yang
diatur dalam Fiqih Islam serta Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan batasan usia pernikahan ini baik
dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan.
Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan
isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan
tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan
sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.
Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia
perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan
perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah ‘aqi/ dan baligh yang tidak memandang batas usia.
Berdasarkan perbedaan inilah penulis ingin meneliti terkait perbedaaan ini. Dalam penelitian ini metode
yang digunakan adalah studi kepustakaan (/ibrary research) yakni dengan membaca dan menela’ah buku-
buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni pernikahan usia dini,
menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini
antara lain: bahwa ulama berbeda pendapat terkait balig dalam usia perkawinan, antara lain: Imam Malik,
berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara
kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haid untuk perempuan dan laki-
laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18
tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Imam Syafi’i, berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia
sempurna 15 tahun. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku
di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,
(pasal 7 ayat (1), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang
cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal
seseorang boleh melakukan pernikahan.

Kata Kunci : Perkawinan Usia Dini, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan.

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang (2) Untuk melangsungkan perkawinan

perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami
dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk
dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat
mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapatkan
keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus
dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan
isteri yang masih dibawah umur.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun
1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu
adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun
bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU
No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang
berbunyi:

(1) Perkawinan  harus didasarkan  atas
persetujuan kedua calon mempelai.

seorang yang belum mencapai umur 21
(duapuluh satu tahun harus mendapat izin
kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang

tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan  tidak  mampu  menyatakan
kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2)
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua
yang masih hidup atau dari orang tua
yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah

meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak  mampu untuk  menyatakan
kehendaknya, maka izin diperoleh dari
wali, orang yang memelihara atau
keluarga yang mempunyai hubungan
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darah dalam garis keturunan lurus keatas
selama mereka masih hidup dan dalam
keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat
antara orang-orang yang disebut dalam
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah
seorang atau lebih diantara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, maka
Pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan
perkawinan  atas  permintaan  orang
tersebut dapat memberikan izin setelah
lebih  dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal
ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan
ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang
hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun
1974 tercantum pasal berbunyi:

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat
(1) pasal ini dapat meminta dispensasi
kepada engadilan atau Pejabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria
maupun pihak wanita.

(3 Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan
salah seorang atau kedua orang tua
tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4)
Undang-undang ini, berlaku juga dalam
hal permintaan dispensasi tersebut ayat
(2) pasal ini dengan tidak mengurangi
yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),
ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan
dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada
pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah
tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah
masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan
sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan
antara calon suami isteri yang masih di bawah
umur.

Namun perbedaan batasan usia pernikahan ini
baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun
1974 masih jadi persoalan yang belum dapat
diselesaikan, belum lama ini masyarakat Indonesia
terusik dengan perbuatan sensasional Syekh Pudji,
seorang pimpinan pondok pesantren di Semarang,
Jawa Tengah, yang menikahi seorang gadis di

bawah umur. Gadis tersebut baru duduk di kelas
satu sekolah menengah pertama, dan usianya
kurang dari 12 tahun. Alasan yang dikemukakan
untuk melegalkan perkawinan kepada anak usia
dini sangat normatif, dan berputar-putar di situ saja,
yakni bahwa Nabi Muhammad SAW, saja
menikahi Aisyah RA ketika putri Abu Bakar yang
masih berusia 6 tahun. Jadi, apa yang salah dengan
pernikahan dengan gadis di usia dini itu?.

Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di
bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan
terjangkit gangguan pada alat reproduksi di
kemudian hari (misalnya: risiko terkena penyakit
kanker leher rahim). Perspektif lain, dalam
Undang-Undang perlindungan anak, bahwa gadis
yang nikah dibawah batas usia yang ditetapkan
rentan menjadi korban dari “perdagangan anak”
(trafiking) dan eksploitasi ekonomi, sehingga
pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang
pada waktunya hanya menutut ilmu dan bermain.7
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal
288 dinyatakan“barangsiapa dalam perkawinan
bersetubuh  degan  seorang  wanita  yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya
bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk
dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-
luka diancam dengan pidana penjara paling
lamaempat bulan”.

METODE

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini
penulis menghimpun data yang penulis peroleh dari
sumber data penelitian ini, yaitu buku figh,
selanjutnya penulis gunakan untuk menjawab
pertanyaan yang penulis ajukan dalam penelitian
ini terkait dengan pernikahan usia dini.

Pendekatan yang penulis lakukan adalah
pendekatan  filosofis dan  sosiologis  serta
perbandingan dengan peraturan perkawinan yang
ada di Indonesia terkait pernikahan usia dini serta
penulis tambahkan dengan gejala perkawinan usia
dini yang terjadi di masyarakat. Setelah penulis
analisa selanjutnya penulis paparkan kesimpulan
dari berbagai kalangan sehingga mendapatkan
penjelasan yang lebih rinci dan terpadu dalam
penyelesaian pernikahan usia dini yang terjadi di
Indonesia.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan
(library research) yakni dengan membaca dan
menela’ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada
kaitannya dengan objek pembahasan, yakni
pernikahan usia dini, menurut hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini,
Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya
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berpasang-pasangan agar hidup berdampingan,
saling mencintai dan berkasih sayang untuk
meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk
sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup
berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam
suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar
menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab.
Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki
kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki
gerbang baru dalam  kehidupannya untuk
membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

Perkawinan adalah merupakan suatu istilah
yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam
media massa. Namun jika ditanyakan apa yang di
maksud dengan istilah tersebut, maka orang akan
berpikir terlebih dahulu untuk memdapatkan
formulasi, walaupun sebenarnya apa yang di
maksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran
dengan jelas. Sebelum memasuki masalah ini lebih
dalam kiranya harus dipahami terlebih dahulu
tentang pengertian perkawinan.

Pernikahan yang berasal dari kata nikah
mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan
agama. Sedangkan pernikahan mengandung arti hal
(perbuatan) nikah; upacara nikah. Defenisi
perkawinan menurut bahasa bersenggama atau
bercampur dalam pengertian majaz  orang
menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah
sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh.

Ulama berbeda pendapat tentang arti
perkawinan antara lain: Pendapat pertama,
menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah
watha’ (bersenggama). Pendapat kedua,
menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah
adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah
watha’. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa
hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan
dari pengertian akad dan watha’. Menurut mazhab
Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna
hakiki sedangkan untuk makna majazi ialah akad.
Sedangkan menurut mazhab Syafi’i nikah secara
hakiki adalah akad sedangkan makna majazi adalah
bersetubuh, kebalikan dari Hanafi. Dari perbedaan
definisi ini mengakibatkan berbedaan pula hukum
nikah tentang
menikahi anak yang bukan dari akibat perkawinan
yang sah.

Dalam Undang-Undang Perkawinanl6 No. 1
tahun 1974 diberi definisi perkawinan dengan,
Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir batin
yang di maksud dalam pasal tersebut mempunyai
dua pengertian yang berbeda yakni, ikatan lahir dan

ikatan batin. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan
yang kelihatan, ikatan formal sesuai dengan
peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini
adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu
suami dan isteri, maupun orang lain yaitu
masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah
ikatan yang tidak kelihatan secara langsung,
merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami
dan isteri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan
yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan
seorang wanita di mana umur keduanya masih di
bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-
undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum
siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon
mempelai tersebut belum mempunyai mental yang
matang dan juga ada kemungkinan belum siap
dalam hal materi. Dan berdasarkan pendapat Sarlito
Wirawan Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi
laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun,
karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan
secara pasti baik oleh hukum positif maupun
hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur
ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki
dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan.
Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti
bahwa belum cukup umur untuk menikah.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum
Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi
dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur
asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar
murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk
menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud
semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina
yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Dalam Islam batasan usia pernikahan disebut
dengan baligh yang diterapkan oleh ulama figh.
Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara
biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi
laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan
perempuan yang sudah haid, yang demikian
dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan
tetapi dalam perkembangan yang terjadi
kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk
melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai
kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk
memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat
seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu
ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT
dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan
terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah
memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan
di atas dengan kemampuan tersebut maka akan
terciptanya hubungan saling tolong menolong
dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-
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masing, saling nasechat menasehati dan saling

melengkapi kekurangan masing-masing yang

dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang

bersumber dari jiwa yang matang schingga

keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan

keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.
Seperti yang telah diuraikan di atas, maka

secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong

terjadinya pernikahan usia dini tersebut antara lain:

1. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua.
Di dalam masyarakat pada umumnya tidak
menganggap penting masalah usia anak yang
dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan
mempengaruhi terhadap kehidupan rumah
tangga mereka nantinya. Usia seseorang
tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu
kebahagiaan, yang penting anak itu sudah agqil
(baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat desa
ditandai dengan haid bagi perempuan
berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki
apabila suaranya sudah berubah dan sudah
mimpi basah.

2.  Kemauan Anak
Banyak anak yang melakukan pernikahan
pada usia dini adalah atas kehendaknya sendiri
tanpa ada campur tangan dan dorongan dari
orang tua, kenyataan itu disebabkan karena
pengaruh lingkungan yang sangat rendah
dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak
mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini
yang membuktikan bahwa pada umumnya
masyarakat sebelum melakukan pernikahan
mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi
anak yang belum bertunangan merasa
terkucilkan dan kurang dihargai oleh
masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya.
Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif,
mereka hanya mengikuti apa yang telah
menjadi pilihan anaknya.

3. Pengaruh Adat dan Budaya
Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi
turun temurun pada suatu wilayah dan sudah
menjadi kebanggaan orang tua jika anak-
anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat
dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan
yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot
pada zaman modern, masih tumbuh dan
berkembang di  masyarakat, contohnya
anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang
belum menikah atau belum mendapatkan
jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap
sebagai perawan tua.

4. Pengaruh Rendahnya Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah
yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah
suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah
mengakar di masyarakat. Hal ini terkait

dengan banyaknya perkawinan usia dini yang
terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya
tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang
banyak  terjadi sehingga  melakukan
pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat
pendidikan bila dilihat dari perkembangan
zaman pada saat ini.
5. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor
yang menjadikan manusia bahagia, walaupun
bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi
dapat menentukan kedudukan dan
kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan
praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa
faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi
orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan
dari orang tua untuk segera menikahkan
anaknya agar mereka segera bebas dari
tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena
pada kenyataannya mereka sudah berumah
tangga perekonomiannya masih tergantung
pada orang tuanya.
6. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab
dari pernikahan usia dini, karena mereka
hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus
mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari
keterbatasan itulah orang tua menikahkan
anaknya yang masih berusia dini, karena
mereka takut anak-anaknya akan terjerumus
dalam perbuatan maksiat tanpa mereka
memikirkan  akibat setelah  pernikahan
tersebut.

Berdasarkan berbagai pandangan diatas nyata
bahwa dalam Islam bahwa pernikahan untuk anak
usia dini dibolehkan, namun perlu mendapat
penambahan kreteria bagi bangsa Indonesia
terutama memberikan kesempatan kepada anak
untuk mencari jati dirinya sehingga benar-benar
dewasa dalam bentuk fisik dan mental, sehingga
siap menjalani kehidupan berumah tangga yang
baik.

PENUTUP

Berdasarkan perjabaran di atas, mengenai
pernikahan dini menurut  Hukum Islam dan
Undang-Undang No 1 tahun 1974, dilhat dari segi
faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan
resiko, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pernikahan usia dini menurut Islam
adalah beragam, sehingga tiap daerah
memiliki perbedaan tentang batas usia
kematangan seseorang baik pria maupun
wanita. Pernikahan yang dilakukan oleh
Rasulullah terhadap Aisyah adalah kewajaran
menurut batas usia pada saat itu, hal ini
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didasari pendapat Imam Malik, al Laits,
Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat
bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya
bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara
kebanyakan para ulama madzhab Maliki
berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk
perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau
18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa
usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi
laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkna
Syafi’i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur
berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia
sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi’i
pernah bertemu dengan seorang wanita yang
sudah mendapat monopouse pada usia 21
tahun dan dia mendapat haid pada usia persis
9 tahun dan melahirkan seorang bayi
perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal
seperti ini terjadi lagi pada  anak
perempuannya..

2. Berdasarkan Hukum Islam, pernikah dini tidak
dapat dilangsungkan berdasarkan batas usia
perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16
tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)),
namun batas usia tersebut bukan merupakan
batas usia seseorang telah dewasa yang cukup
dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia
tersebut hanya merupakan batas usia minimal
seseorang boleh melakukan pernikahan. Di
dalam pasal 6 57 ayat (2), disebutkan bahwa
seseorang sudah dikatakan dewasa kalau
sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam
melakukan pernikahan tidak perlu
mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

3. Solusi dari permasalahan pernikahan usia dini
di Indonesia menurut Islam dan hukum Islam
adalah menilik dari kepentingan hak anak
yang telah diatur juga dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak, sehingga anak dapat
menyelesaikan masanya bermain dan belajar.
Selain itu juga perlu diperhatikan dampak
yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini,
karena tidak matangnya dalam berpikir dan
menyelesaikan persoalan dalam pernikahan.
Sehingga tujuan pernikahan yang mawwadah
dan rahmah tidak tercapai secara maksmimal.
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